
 
 

 
 

BUPATI KOTABARU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 
 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan ketenagalistrikan harus 
dilakukan secara terencana, terpadu, dan 
berkelanjutan sehingga memberikan manfaat  
yang optimal dalam upaya memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa serta meningkatkan perekonomian dalam 
rangka  mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur; 

b. bahwa dalam rangka pembangunan yang 
berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan 
diperlukan upaya secara optimal dalam mengolah 

dan memanfaatkan sumber-sumber energi 
sehingga dapat membangkitkan tenaga listrik 
yang memenuhi standar mutu dan keandalan 
tenaga listrik secara terus menerus; 

c. bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik 
juga dapat membahayakan sehingga penyediaan 
dan pemanfaatannya harus memperhatikan 
ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 

d. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan 
fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan 
memerlukan suatu mekanisme regulasi  sebagai 
landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi 
tersebut di atas dimana dari regulasi tersebut 
akan didapatkan keluaran dan manfaat yang 
positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat; 

e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 07 Tahun 2009 tentang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan 
Sendiri perlu diganti dengan Peraturan Daerah 
yang baru sehingga sesuai dengan Undang-
Undang Ketenagalistrikan yang baru, serta 
tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan 
dalam kehidupan bermasyarakat; 
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f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 

d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Usaha 
Ketenagalistrikan; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 
3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,   Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32  Tahun   2004  tentang   Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008   Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

11. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5281); 

15. Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 694); 

18. Peraturan   Menteri   Negara   Lingkungan   Hidup 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana 
Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi 
Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup; 

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian 
Tenaga Listrik oleh PT. PLN (PERSERO) dari 
Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan 
Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau 
Kelebihan Tenaga Listrik; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19); 

21. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotabaru  Nomor  
11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 04); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
USAHA KETENAGALISTRIKAN. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
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3. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 

4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Kotabaru. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan 
dan Energi Kabupaten Kotabaru. 

6. Pengelolaan adalah kegiatan dibidang 
ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, 
Perencanaan Pendayagunaan, Penelitian dan 
Pengembangan, Penyusunan Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), Pemanfaatan, 
Perijinan, Konservasi, Pembinaan, Pengawasan dan 
Pengendalian Ketenagalistrikan. 

7. Sumber Energi adalah segala Energi yang 
dimanfaatkan menjadi Tenaga Listrik. 

8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang 
selanjutnya disingkat RUKD adalah Kebijakan 
Umum dibidang Ketenagalistrikan yang mencakup 
antara lain prakiraan kebutuhan Tenaga Listrik, 
Potensi sumber Energi Primer dan jalur lintasan 
Transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata 
Ruang Daerah. 

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUMD adalah Badan  Usaha  Milik  
Daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Kotabaru  yang 
melakukan usaha di bidang Ketenagalistrikan. 

10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang 
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga 
listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 

11. Penyediaan tenaga listrik adalah penggunaan 
tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan 
sampai dengan titik pemakaian. 

12. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan 
tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. 

13. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri adalah usaha kegunaan bagi 
kepentingan sendiri. 

14. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada 
Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah 
dan Lembaga lainnya untuk melakukan usaha 
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri di wilayah Kabupaten Kotabaru.  

 

 

 

 

 
 


